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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian ikan di Indonesia marak dilakukan oleh warga negara asing yang
tidak memiliki SIUP, Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia
memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia
adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2
lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Merupakan suatu
negara dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan, maka dari itu
Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.! Secara geo-politik Indonesia
memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara Samudera Pasifik
dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia
dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang
menghubungkan Asia-Pasifik dan Australia. Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP) kembali mengingatkan negara-negara lain untuk bersama-sama

memberantas aktivitas|pencurian ikan yang dinilai dapat mengatasi fenomena

overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan. Potensi sumber daya ikan di

!Kementrian kelautan dan perikanan Republik Indonesia, 2020, Maritim Indonesia,
Kemewahan Yang Luar Biasa, 2 April 2020, [http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-|
[kemewahan-yang-luar-biasal
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Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi,
pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga
kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan
perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan
yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.?
Laut sebagai wilayah teritoroal, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab
sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di
wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang berbeda, disadari atau tidak pada
dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang
terkandung didalamnya, namun masalahnya sekarang ialah bagaimana ketentuan
yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya
terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam.
Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat
dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan
nasional, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang
menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya
ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan

2Djoko Tribawono, 2013, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, him.295
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pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara,
menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai
tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya
ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa
pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya,
sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan. Syarat penangkapan ikan diatur dalam Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
yang menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Surat
Izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan surat izin tertulis yang dimiliki
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan
sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh
setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas, SIUP berlaku
selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau
pengurangan. Syarat SIUP diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/Permen-KP/2016 tentang Standar
Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap lkan Hasil Pengukuran

Ulang. Adapun syarat SIUP yang dimaksud adalah fotokopi Nomor Pokok Wajib
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Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya,
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab
perusahaan, dengan menunjukkan aslinya, pas foto ukuran 4x6 pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan, specimen tanda tangan pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan, surat keterangan domisili usaha bagi perusahaan,
fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya, fotokopi
pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan Kapal
Penangkap Ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) gros ton (GT) ke atas,
fotokopi SIUP dan SIPI terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan
fotokopi surat ukur hasil verifikasi Pengukuran Ulang atau surat ukur hasil
Pengukuran Ulang.

Ketentuan pidana pencurian ikan diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya
disebut UU Perikanan). Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan
sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, juga memiliki
kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau
memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan
sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta
menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektifitas hukum tersebut akan
sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang
seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan,
terlebih lagi sanksi hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang

perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang
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pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan
perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sampai saat ini pemerintah melalui departemen kelautan dan perikanan yang
merupakan pengelola sumber daya perikanan terus menyempurnakan cara yang
tepat untuk diterapkan. Sebagai contoh, pembagian daerah perairan Indonesia
menjadi Sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang kemudian
disempurnakan menjadi sebelas WPP. Pembagian ini berdasarkan pada daerah
tempat ikan hasil tangkapan didapatkan di pelabuhan.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang
mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Di sisi lain,
terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan
perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang
terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya
gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan lainnya
yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam
kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan
nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh,
sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan
strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan
berkelanjutan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk bahwa

Terdakwa Nguyen Van Thuy warga Negara Vietnam sebagai Nahkoda Kapal
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perikanan BTH 98635 TS berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia yaitu Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, adalah telah
memenuhi unsur kesengajaan akan maksud dan kepastian sekaligus. Majelis
hakim menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 103 ayat (1)
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
lepas dari tuntutan hukum yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Setiap orang yang dengan sengaja di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti
dan menganalisa bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana
perikanan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam
bentuk penelitian dengan judul: “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencurian lIkan di Wilayah Laut Negara Indonesia dalam Perkara

Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk”.
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B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia dalam perkara 42/Pid.Sus-
PRK/2018/PN.Ptk?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia dalam

perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia dalam perkara nomor
42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia dalam

perkara nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk.
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D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian asas-asas
hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian
ini termasuk ke dalam penelitian hukum in concreto yaitu untuk menemukan

apakah hukuman yang sesuai untuk diterapkan.
2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu mencakup pada bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat norma atau
kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.® Menurut
Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum
yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.* Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

3Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

him.91
4Suratman, Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Alfabeta,

Bandung, him.67
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1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5) Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.®
Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji data sekunder tersebut
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat
pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen
resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.®

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:
kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain

sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat

®Ibid. him.77
5Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, him. 24
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dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus

relevan dan mutakhir.’

3. Teknik Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan
dalam penelitian hukum normatif.®

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap
variabel penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor, yang
selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan: rendah sekali, rendah,

cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.®

’Bambang Sunggono, Op. Cit. him.114
8Suratman, Philips Dillah, Op.Cit.hIm. 123
°Bambang Sunggono Op. Cit. him.214
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